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Abstrak	:
	Penelitian ini membahas perlindungan hukum dalam transaksi pegadaian syariah di Indonesia, yang menjadi isu penting seiring pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan non-bank berbasis syariah. Nasabah dengan literasi hukum dan keuangan rendah sering berada pada posisi rentan, sementara praktik akad ganda seperti rahn dan ijarah menimbulkan kompleksitas hak dan kewajiban. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam untuk menilai sejauh mana regulasi dan prinsip syariah dapat memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi nasabah. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum dalam transaksi pegadaian syariah, mengidentifikasi hambatan implementasi aturan hukum, serta mengevaluasi kontribusi prinsip syariah terhadap hak nasabah. Kajian juga menyoroti peran literasi hukum dan keuangan syariah sebagai perlindungan preventif bagi nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder, termasuk UU Perlindungan Konsumen, UU Perbankan Syariah, UU OJK, peraturan OJK terkait lembaga non-bank, dan fatwa DSN-MUI. Analisis dilakukan dengan menelaah, menafsirkan, dan membandingkan ketentuan hukum, sekaligus mengaitkan prinsip syariah dan literatur akademik terkini. Hasil penelitian menunjukkan regulasi dan fatwa syariah belum cukup melindungi nasabah karena rendahnya literasi hukum dan kurangnya transparansi informasi akad. Integrasi hukum positif dan prinsip syariah, ditambah edukasi literasi hukum berkelanjutan, dapat memperkuat perlindungan hukum. 
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Pendahuluan
Sebagai lembaga keuangan non-bank, Pegadaian Syariah di Indonesia berkembang cukup cepat dalam beberapa dekade terakhir dan menjadi pilihan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Layanan ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana cepat melalui akad rahn (gadai) yang tidak mengandung riba maupun gharar (Hidayatulloh, 2016). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah terus meningkat (Azkia, 2020). Namun, di balik pertumbuhan itu, persoalan perlindungan hukum bagi nasabah masih sering muncul, terutama terkait kejelasan hak dan kewajiban, keterbukaan informasi akad, serta cara penyelesaian sengketa yang adil. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan pegadaian syariah belum sepenuhnya diikuti dengan perlindungan hukum yang kuat dan benar-benar dirasakan oleh konsumen.
Praktik pegadaian syariah, akad yang digunakan umumnya adalah akad rahn, yaitu akad penyerahan barang sebagai jaminan atas suatu utang (Maulana, 2025). Akad ini diperbolehkan dalam Islam dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW. Meskipun secara normatif akad rahn telah memiliki landasan syariah yang kuat, namun dalam praktik modern diperlukan kerangka hukum positif yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, terutama nasabah sebagai pihak yang relatif lemah.
Perlindungan hukum bagi nasabah pegadaian syariah di Indonesia telah memiliki dasar yuridis yang relatif komprehensif. Landasan tersebut antara lain tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memuat prinsip-prinsip dasar transaksi syariah, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang relevan dalam konteks jaminan kebendaan. Selain itu, pengaturan teknis juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK terkait lembaga jasa keuangan non-bank, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi rujukan normatif operasional pegadaian syariah. Meskipun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum secara otomatis menjamin perlindungan hukum yang efektif di tingkat praktik (Maulana, 2025).
Permasalahan hukum dalam transaksi pegadaian syariah tidak hanya bersifat administratif atau kepatuhan formal terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian praktik operasional terhadap prinsip syariah dan asas keadilan dalam perlindungan konsumen. Penggunaan struktur akad ganda, khususnya kombinasi akad rahn dan ijarah, sering kali menimbulkan kompleksitas dalam penentuan hak dan kewajiban nasabah (Abror, 2013). Dalam beberapa kasus, kondisi ini berpotensi menempatkan nasabah pada posisi yang kurang seimbang, terutama ketika informasi mengenai struktur akad dan biaya tidak disampaikan secara transparan (Shobroni, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus dipahami secara substantif, tidak semata-mata sebagai keberadaan regulasi, tetapi juga sebagai jaminan keadilan dalam relasi kontraktual.
Beberapa penelitian sebelumnya yang mengamini penelitian ini tentang pegadaian syariah dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian (Wahyudi et al., 2025) menitikberatkan pada kesesuaian akad rahn dan ijarah dengan prinsip syariah, dengan fokus utama pada analisis normatif fatwa DSN-MUI dan fikih muamalah tanpa menelaah secara mendalam aspek perlindungan hukum nasabah dalam praktik. Penelitian (Mardiana, 2025) mengkaji perlindungan konsumen pada lembaga keuangan syariah dengan menggunakan pendekatan hukum positif, terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, namun tidak secara spesifik menyoroti karakteristik transaksi pegadaian syariah dan relasi hukum yang khas di dalamnya. Penelitian (Faturrahman, 2017) lebih menekankan pada mekanisme penyelesaian sengketa di pegadaian syariah, tetapi terbatas pada aspek prosedural dan belum mengaitkannya dengan pengalaman serta posisi hukum nasabah sebagai pihak yang berpotensi lemah. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menggabungkan analisis hukum positif, prinsip syariah, dan realitas praktik transaksi pegadaian syariah secara bersamaan, dengan fokus utama pada perlindungan hukum nasabah, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai masalah, kekosongan, dan kebutuhan penguatan perlindungan hukum dalam transaksi pegadaian syariah di Indonesia.
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perlindungan hukum dalam transaksi pegadaian syariah di Indonesia dengan menempatkan nasabah sebagai subjek utama perlindungan. Analisis dilakukan terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi OJK, serta fatwa DSN-MUI dalam praktik pegadaian syariah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan normatif dan empiris dalam implementasi perlindungan hukum serta menilai kontribusi prinsip syariah terhadap pemenuhan hak-hak nasabah. Dengan demikian, tujuan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan kritis

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji perlindungan hukum dalam transaksi pegadaian syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis aturan hukum, asas, dan prinsip yang mengatur pegadaian syariah, baik yang bersumber dari hukum positif maupun hukum Islam (Nina Adlini et al., 2022). Kajian dilakukan dengan melihat bagaimana aturan tersebut mengatur hak dan kewajiban nasabah serta sejauh mana perlindungan hukum dirumuskan secara normatif dalam sistem hukum yang berlaku (Sudrajat et al., 2025).
Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama data, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, peraturan OJK, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Tahir et al., 2023). Selain itu, bahan pendukung berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis dan kerangka pemikiran. Seluruh bahan hukum dikaji melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah, membandingkan, dan menarik makna dari setiap ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah .
Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian normatif mengenai perlindungan hukum dalam transaksi pegadaian syariah, tanpa membahas aspek empiris atau studi lapangan. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara aturan hukum, prinsip syariah, dan tujuan perlindungan konsumen, terutama dalam konteks akad rahn dan praktik pegadaian syariah di Indonesia (Nina Adlini et al., 2022). Dengan batasan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menemukan kekuatan, kelemahan, dan celah pengaturan hukum yang ada sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan ke depan.

Hasil dan Pembahasan
a. Konsep pegadaian Syariah dan Akad Rahn
Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah, khususnya melalui akad rahn. Dalam praktiknya, pegadaian syariah tidak mengenakan bunga, melainkan biaya ujrah atas jasa penitipan dan pemeliharaan barang jaminan yang harus disepakati secara transparan di awal akad (Putri et al., 2023).
Akad rahn merupakan akad jaminan kebendaan yang dibenarkan dalam hukum Islam dan bertujuan memberikan rasa aman bagi pemberi pembiayaan. Dalam konteks pegadaian syariah modern, akad rahn sering dikombinasikan dengan akad ijarah, yang menuntut kejelasan hak dan kewajiban para pihak untuk mencegah terjadinya sengketa (Roficoh & Ghozali, 2018).
Secara konseptual, pegadaian syariah merupakan implementasi dari prinsip ta’awun (tolong-menolong) dalam muamalah, di mana lembaga pegadaian berfungsi membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan tetap menjaga keadilan dan keseimbangan kepentingan para pihak. Prinsip ini membedakan pegadaian syariah dari lembaga pembiayaan konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata, karena pegadaian syariah menempatkan nilai kemaslahatan sebagai tujuan utama transaksi (Bukido & Hasan, 2016).
Dalam perspektif fikih muamalah, akad rahn termasuk akad tabarru’ yang bersifat sosial, meskipun dalam praktik modern dapat disertai akad tijarah berupa ijarah atas jasa penitipan barang. Penggabungan akad tersebut dibenarkan sepanjang dilakukan secara terpisah dan tidak menimbulkan unsur riba, gharar, maupun eksploitasi terhadap nasabah. Kejelasan pemisahan akad rahn dan ijarah menjadi syarat penting untuk menjamin keabsahan transaksi secara syariah (Lubaba, 2020).
Lebih lanjut, objek rahn dalam pegadaian syariah harus memenuhi syarat sebagai harta yang bernilai, dapat dimiliki secara sah, dan dapat dijadikan jaminan menurut hukum. Penilaian terhadap barang jaminan harus dilakukan secara profesional dan transparan agar tidak merugikan nasabah. Prinsip keadilan dalam penaksiran barang jaminan merupakan bagian integral dari perlindungan hukum dalam akad rahn (Surahman & Adam, 2018).
Dari sudut pandang hukum positif, konsep pegadaian syariah dan akad rahn juga harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesesuaian antara prinsip syariah dan hukum nasional menjadi dasar bagi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang efektif bagi nasabah pegadaian syariah. Dengan demikian, akad rahn tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara yuridis (Putri et al., 2023).
Pelaksanaan akad rahn dalam pegadaian syariah harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu keadilan (al-‘adl), transparansi (al-wuḍūḥ), dan saling ridha (taradin). Prinsip ini menuntut agar seluruh ketentuan akad, termasuk nilai pinjaman, biaya ujrah, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian wanprestasi, disampaikan secara jelas kepada nasabah sejak awal akad. Transparansi tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun sengketa di kemudian hari (Roficoh & Ghozali, 2018).
Selain itu, prinsip larangan riba menjadi ciri pembeda utama antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Dalam akad rahn, pegadaian syariah tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang jaminan selain biaya riil atas jasa penitipan dan pemeliharaan. Pemungutan ujrah harus proporsional dan tidak dikaitkan dengan besaran pinjaman agar tidak mengandung unsur riba terselubung, sebagaimana ditegaskan dalam fatwa DSN-MUI dan literatur fiqh muamalah kontemporer (Bukido & Hasan, 2016).
Prinsip amanah juga menjadi landasan penting dalam pelaksanaan akad rahn. Pegadaian syariah berkewajiban menjaga barang jaminan dengan sebaik-baiknya karena barang tersebut tetap menjadi milik nasabah. Kelalaian dalam menjaga barang jaminan tidak hanya menimbulkan tanggung jawab hukum secara perdata, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan etika bisnis syariah. Oleh karena itu, prinsip amanah berfungsi sebagai jembatan antara kepatuhan hukum positif dan kepatuhan syariah dalam praktik pegadaian syariah (Lubaba, 2020).
Lebih lanjut, prinsip maqasid al-syari‘ah menjadi kerangka normatif dalam menilai kesesuaian praktik akad rahn di pegadaian syariah. Perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) menuntut agar setiap kebijakan pegadaian syariah tidak merugikan nasabah, baik melalui biaya yang berlebihan maupun pelelangan barang jaminan yang tidak adil. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam akad rahn tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan hukum bagi para pihak (Surahman & Adam, 2018).
b. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Perlindungan hukum dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta mencegah terjadinya praktik yang merugikan salah satu pihak. Dalam transaksi pegadaian syariah, perlindungan hukum diwujudkan melalui prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Novayanti et al., 2025).
Prinsip maqasid syari’ah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta), menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pegadaian syariah. Setiap praktik yang berpotensi merugikan nasabah, seperti penetapan biaya yang tidak wajar atau pelelangan sepihak, bertentangan dengan tujuan syariah tersebut (Riani, 2019).
Selain hifz al-mal, perlindungan hukum dalam perspektif ekonomi syariah juga berkaitan dengan prinsip hifz ird dan hifz nafs dalam arti menjaga martabat dan ketenangan nasabah. Perlakuan yang tidak adil, informasi yang tidak transparan, atau tekanan sepihak terhadap nasabah dapat menimbulkan ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, pegadaian syariah dituntut tidak hanya patuh pada aturan hukum positif, tetapi juga menjunjung tinggi etika bisnis syariah dalam setiap transaksi (Mardani, 2019).
Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip perlindungan hukum ekonomi syariah tercermin dalam regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI yang menekankan asas kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Integrasi antara prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam pegadaian syariah bersifat komprehensif, mencakup perlindungan preventif melalui kejelasan akad serta perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan berkeadilan (Yuliono, dkk, 2025).
Secara konkret, bentuk perlindungan hukum dalam transaksi pegadaian syariah dapat dijabarkan dalam beberapa aspek. Pertama, perlindungan hukum terhadap akad diwujudkan melalui kewajiban penyusunan akad rahn secara tertulis, jelas, dan mudah dipahami oleh nasabah. Akad harus memuat identitas para pihak, deskripsi barang jaminan, nilai taksiran, besaran pembiayaan, biaya ujrah, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan akad ini berfungsi mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh lembaga pegadaian syariah (Khoirunnazilah et al., 2022).
Kedua, perlindungan hukum terhadap barang jaminan tercermin dari kewajiban pegadaian syariah untuk menjaga, memelihara, dan tidak memanfaatkan barang jaminan tanpa izin nasabah. Barang jaminan tetap menjadi milik nasabah sehingga setiap kerusakan, kehilangan, atau penurunan nilai akibat kelalaian pengelola menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pegadaian syariah. Perlindungan ini merupakan implementasi langsung dari prinsip hifz mal dalam praktik (Rukmanda, 2020).
Ketiga, perlindungan hukum dalam penetapan biaya ujrah diwujudkan melalui prinsip proporsionalitas dan transparansi. Biaya ujrah hanya dibenarkan atas jasa penitipan dan pemeliharaan barang jaminan, serta tidak boleh dikaitkan dengan besaran pinjaman. Penetapan biaya yang berlebihan atau tidak dijelaskan secara rinci kepada nasabah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip syariah dan perlindungan konsumen (Sintia et al., 2025).
Keempat, perlindungan hukum dalam proses pelelangan barang jaminan diwujudkan melalui kewajiban pemberitahuan kepada nasabah, pelaksanaan lelang secara terbuka dan wajar, serta pengembalian sisa hasil lelang kepada nasabah setelah dikurangi kewajiban. Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa pelelangan tidak menjadi sarana perampasan hak nasabah, melainkan solusi terakhir yang tetap menjunjung asas keadilan (Khoirunnazilah et al., 2022).
Kelima, perlindungan hukum melalui mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa diwujudkan dengan keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan ini memastikan kepatuhan terhadap hukum positif dan prinsip syariah secara simultan. Apabila terjadi sengketa, nasabah memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa syariah, baik melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, maupun peradilan, sebagai bentuk perlindungan hukum represif yang menjamin kepastian dan keadilan hukum (Rukmanda, 2020).
c. Pengaturan Hukum Pegadaian Syariah di Indonesia
Perlindungan hukum pegadaian syariah di Indonesia diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Usaha Pergadaian. Regulasi ini mengatur secara komprehensif aspek perizinan, kegiatan usaha, tata kelola lembaga, manajemen risiko, serta kewajiban pelaku usaha dalam melindungi konsumen jasa keuangan. Keberadaan POJK tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi operasional pegadaian syariah sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum preventif bagi nasabah, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah praktik usaha yang merugikan konsumen (Sintia et al., 2025)
Dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum ekonomi, pengaturan usaha pergadaian melalui POJK mencerminkan fungsi negara dalam melakukan pengaturan (regeling) dan pengawasan (toezicht) terhadap lembaga jasa keuangan. Pengawasan ini bertujuan menciptakan sistem pergadaian yang sehat, transparan, dan akuntabel, serta melindungi masyarakat dari praktik usaha yang berpotensi merugikan konsumen. Dengan demikian, POJK tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum institusional bagi nasabah pegadaian syariah (Sophiana et al., 2020)
Ketentuan mengenai kewajiban transparansi informasi kepada konsumen menjadi salah satu aspek penting dalam pengaturan hukum pegadaian syariah. Pegadaian syariah diwajibkan memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai akad yang digunakan, besaran biaya ujrah, jangka waktu pembiayaan, mekanisme pelelangan barang jaminan, serta risiko yang mungkin timbul selama masa pembiayaan. Kewajiban transparansi ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan asas perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan (Rahmadani et al., 2025).
Selain POJK, pengaturan hukum pegadaian syariah juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Dalam konteks ini, OJK memiliki peran strategis sebagai lembaga yang memastikan bahwa operasional pegadaian syariah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan nasabah. Keberadaan UU OJK memperkuat posisi hukum nasabah sebagai konsumen yang dilindungi oleh negara (Hidayatullah et al., 2024)
Di samping regulasi negara, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang rahn dan rahn emas berfungsi sebagai sumber hukum materiil yang mengikat secara syariah. Fatwa tersebut memberikan pedoman normatif bagi pegadaian syariah dalam menentukan keabsahan akad, penetapan biaya ujrah, serta pengelolaan barang jaminan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI berperan sebagai instrumen perlindungan hukum substantif yang menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi pegadaian syariah (Antonio, 2016).
Kesesuaian dan harmonisasi antara regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem perlindungan hukum pegadaian syariah yang komprehensif. Harmonisasi ini penting untuk menghindari terjadinya konflik norma antara hukum positif dan hukum syariah yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah. Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi negara dengan norma syariah diperlukan agar pengaturan hukum pegadaian syariah tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga legitimate secara syariah dan sosial (Hariati, 2024)
d. Implementasi Perlindungan Hukum dalam Praktik Pegadaian Syariah
Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi nasabah diwujudkan melalui kejelasan akad, transparansi biaya ujrah, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Setiap akad rahn yang dibuat oleh pegadaian syariah idealnya memuat informasi yang lengkap mengenai objek jaminan, nilai taksiran, jangka waktu pembiayaan, serta hak dan kewajiban para pihak. Kejelasan ini berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif agar nasabah memahami secara utuh konsekuensi hukum dari akad yang disepakati (Suhaina et al., 2016)
Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, terutama dalam proses pelelangan barang jaminan. Permasalahan yang sering muncul antara lain kurangnya pemberitahuan yang memadai kepada nasabah, ketidaktransparanan harga lelang, serta keterlambatan pengembalian sisa hasil lelang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum belum sepenuhnya berjalan optimal dan berpotensi merugikan nasabah sebagai pemilik barang jaminan (Mulazid, 2016)
Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah menjadi instrumen penting dalam menjamin kepatuhan pegadaian syariah terhadap regulasi dan prinsip syariah. OJK berperan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif, sementara Dewan Pengawas Syariah berfungsi menjaga kesesuaian praktik pegadaian dengan fatwa DSN-MUI. Sinergi kedua lembaga ini sangat menentukan efektivitas perlindungan hukum dalam praktik pegadaian syariah (Tarantang et al., 2019)
Apabila terjadi sengketa antara pegadaian syariah dan nasabah, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui musyawarah sebagai langkah awal. Jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase syariah, atau peradilan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme penyelesaian sengketa yang berjenjang dan berkeadilan ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah (Y. J. Lestari & Hanifuddin, 2021)
Perlindungan hukum berikutnya tercermin dalam mekanisme pelelangan barang jaminan apabila nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya. Proses pelelangan harus dilakukan secara transparan, proporsional, dan memberikan kesempatan yang adil kepada nasabah. Hasil pelelangan wajib diprioritaskan untuk pelunasan utang, sedangkan kelebihan hasil lelang harus dikembalikan kepada nasabah sebagai pemilik sah barang jaminan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian hukum ekonomi syariah (Lubis, 2017)
Di samping itu, penyelesaian sengketa dalam transaksi pegadaian syariah merupakan bagian penting dari perlindungan hukum represif. Sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, arbitrase syariah, atau jalur peradilan sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi nasabah, sekaligus mencerminkan implementasi prinsip maqasid syari‘ah dalam perlindungan harta (hifz al-mal) (Mulazid, 2012)
e. Peran Literasi Hukum dan Keuangan Syariah dalam Perlindungan Nasabah
Salah satu temuan penting dalam pembahasan perlindungan hukum pegadaian syariah adalah masih rendahnya tingkat literasi hukum dan keuangan syariah di kalangan masyarakat. Rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad rahn, hak dan kewajiban hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa menyebabkan nasabah berada pada posisi yang rentan terhadap praktik yang berpotensi merugikan. Kondisi ini sering kali membuat nasabah hanya berfokus pada kebutuhan dana cepat tanpa memahami konsekuensi hukum dari akad yang disepakati. Dalam konteks ini, literasi hukum dan keuangan syariah menjadi bagian penting dari perlindungan hukum yang bersifat preventif, karena mampu mencegah sengketa sejak awal transaksi (Apriliana, 2024).
Literasi yang rendah juga berdampak pada lemahnya posisi tawar nasabah dalam hubungan hukum dengan lembaga pegadaian syariah. Ketika nasabah tidak memahami secara utuh isi akad, struktur biaya, maupun hak hukum yang melekat pada dirinya, relasi kontraktual cenderung berjalan tidak seimbang. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, meskipun secara normatif transaksi telah dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus didukung oleh tingkat pemahaman hukum yang memadai dari para pihak yang terlibat (R. A. Lestari & Lestari, 2025).
Peningkatan literasi hukum dan keuangan syariah dapat dilakukan melalui edukasi yang berkelanjutan dan terarah oleh lembaga pegadaian syariah, regulator, serta institusi pendidikan. Edukasi tersebut perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, khususnya terkait karakteristik akad rahn, komponen biaya, risiko transaksi, serta jalur penyelesaian sengketa yang tersedia. Informasi yang jelas dan terbuka akan membantu nasabah dalam mengambil keputusan secara sadar, rasional, dan tidak semata-mata didorong oleh kondisi kebutuhan ekonomi jangka pendek.
Literasi hukum dan keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan individu bagi nasabah, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun sistem pegadaian syariah yang adil dan berkelanjutan. Nasabah yang memiliki pemahaman yang baik akan lebih mampu menjaga haknya dan mendorong praktik usaha yang lebih bertanggung jawab dari lembaga pegadaian syariah. Dalam jangka panjang, peningkatan literasi ini berkontribusi pada penguatan kepercayaan publik dan stabilitas industri keuangan syariah secara keseluruhan (Apriliana, 2024).
f. Digitalisasi Layanan Pegadaian Syariah dan Tantangan Perlindungan Hukum
Perkembangan teknologi digital turut memengaruhi praktik pegadaian syariah di Indonesia, khususnya melalui digitalisasi layanan pembiayaan, administrasi akad, dan sistem informasi nasabah. Digitalisasi memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan pegadaian syariah, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Namun demikian, transformasi digital juga membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap perlindungan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan (R. A. Lestari & Lestari, 2025).
Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penggunaan teknologi digital harus tetap menjamin terpenuhinya prinsip keadilan, amanah, dan kepastian hukum. Akad rahn yang dilakukan secara elektronik menuntut adanya kejelasan persetujuan para pihak (consent), keabsahan tanda tangan elektronik, serta keamanan sistem yang digunakan. Apabila aspek-aspek tersebut tidak diatur dan diawasi secara memadai, maka potensi sengketa hukum dan kerugian bagi nasabah dapat meningkat (Batu & Moha, 2025).
Selain itu, digitalisasi layanan pegadaian syariah juga berkaitan erat dengan isu perlindungan data pribadi nasabah. Data mengenai identitas, nilai barang jaminan, serta kondisi keuangan nasabah merupakan informasi sensitif yang harus dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, pegadaian syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan standar keamanan data yang tinggi agar tidak terjadi kebocoran data yang dapat merugikan nasabah, baik secara materiil maupun immateriil. Perlindungan data pribadi ini sejalan dengan prinsip hifz al-‘ird dan hifz al-mal dalam maqasid syari‘ah (Tulasmi & Mukti, 2020).
Pengaturan mengenai digitalisasi layanan pegadaian syariah ke depan memerlukan sinergi antara regulasi jasa keuangan, hukum perlindungan konsumen, dan hukum teknologi informasi. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip syariah. Dengan demikian, inovasi digital dalam pegadaian syariah dapat menjadi sarana penguatan perlindungan hukum, bukan justru sumber permasalahan hukum baru (Adzkiya et al., 2022).
g. Analisis Kritis Kesenjangan antara Norma Hukum dan Praktik Pegadaian Syariah
Salah satu hasil pembahasan penting dalam kajian ini adalah ditemukannya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pegadaian syariah dan praktik yang terjadi di lapangan. Secara normatif, regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam melindungi nasabah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap akad, minimnya sosialisasi hak konsumen, serta pelaksanaan pelelangan barang jaminan yang belum sepenuhnya transparan (Khoerunisyani et al., 2025).
Kesenjangan norma dan praktik ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum tentu menjamin efektivitas perlindungan hukum apabila tidak diiringi dengan implementasi dan pengawasan yang optimal. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, karena tujuan hukum tidak hanya terletak pada aturan tertulis, tetapi juga pada realisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial (Mardani, 2019).
Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan regulasi pegadaian syariah, baik oleh regulator maupun oleh lembaga pengawas internal seperti Dewan Pengawas Syariah. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi perlindungan hukum serta merumuskan solusi yang berorientasi pada kepentingan nasabah. Dengan pendekatan evaluatif tersebut, diharapkan kesenjangan antara norma dan praktik dapat diminimalisasi (Wasito et al., 2025).
h. Implikasi Perlindungan Hukum Pegadaian Syariah terhadap Kepercayaan Publik
Perlindungan hukum yang efektif dalam transaksi pegadaian syariah memiliki implikasi langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Nasabah cenderung memilih lembaga pegadaian syariah yang mampu memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil dalam setiap transaksi (Prawana, 2024).
Apabila perlindungan hukum dijalankan secara konsisten, maka pegadaian syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai institusi yang mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan Islam. Sebaliknya, lemahnya perlindungan hukum berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat dan menghambat perkembangan pegadaian syariah. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi keberlangsungan sistem keuangan syariah di Indonesia (Darwis, 2025).


Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam transaksi pegadaian syariah di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang relatif kuat, baik dari sisi hukum positif melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun dari sisi hukum Islam melalui fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dan otoritas terkait untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan syariah. Selain itu, perkembangan kajian akademik dalam sepuluh tahun terakhir turut memperkaya pemahaman konseptual dan praktis mengenai perlindungan hukum dalam akad rahn di pegadaian syariah.
Namun demikian, hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal dalam praktik. Masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan, khususnya terkait transparansi biaya ujrah, pengelolaan dan pelelangan barang jaminan, serta pemahaman nasabah terhadap hak dan kewajibannya. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara regulator, lembaga pegadaian syariah, akademisi, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perlindungan hukum dalam transaksi pegadaian syariah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan literasi hukum dan keuangan syariah bagi masyarakat, serta penguatan etika bisnis syariah dalam praktik pegadaian. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pegadaian syariah di Indonesia mampu berfungsi secara optimal sebagai lembaga keuangan yang adil, aman, dan sesuai dengan tujuan hukum ekonomi syariah.


Daftar Pustaka
Abror, A. (2013). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Landungsari Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Adzkiya, H., Pamularsih, R. G., Nisa, T., & Sholikha, A. F. (2022). Peningkatan literasi keuangan melalui sosialisasi peran Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya perlindungan masyarakat terhadap lembaga keuangan ilegal di Desa Suro. Kampelmas, 1(2), 573–583.
Apriliana, D. (n.d.). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Kejahatan Ekonomi Digital Di Era Teknologi.
Azkia, M. D. (n.d.). KESESUAIAN AKAD RAHN DALAM LAYANAN GADAI SYARIAH DENGAN FATWA DSNMUI/NO: 25/DSN-MUI/III/2002 SERTA PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PIHAK PERUM PEGADAIAN SYARIAH. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Batu, M., & Moha, S. W. S. (2025). ASPEK HUKUM DIGITALISASI LAYANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG INKLUSI KEUANGAN. Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ilmu Sosial (JAEIS), 4(3), 132–138.
Bukido, R., & Hasan, F. (2016). Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, 14(1).
Darwis, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 14(2), 235–246.
Faturrahman, R. (2017). Perbandingan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Nasabah di Yogyakarta. FAKULTAS HUKUM.
Hariati, S. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah. Jurnal Risalah Kenotariatan, 5(1), 66–84.
Hidayatullah, M. W., Lestari, P. I., Fauziah, H. A., Rahma, K. M., & Abadi, M. T. (2024). Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari’ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari’ah. Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 2(1), 81–90.
Hidayatulloh, H. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Akad Pembiayaan di Pegadaian Syariah. Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram, 15(1), 61–82.
Khoerunisyani, A., Agustin, M., Ahmad, S. C., & Putra, P. A. A. (2025). PERAN FATWA EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN. Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam, 4(2).
Khoirunnazilah, K., Nurwanti, N., & Larasati, A. (2022). Perkembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian. Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY), 4(1), 33–48.
Lestari, R. A., & Lestari, N. M. (2025). Fraud Dalam Implementasi Kartu Pembiayaan Bank Syariah: Tantangan Dan Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Nasabah. ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah, 7(1), 44–66.
Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 5(2), 144–153.
Lubaba, A. (2020). IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Tukmudal-Sumber â€“Cirebon. Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(2), 49–58.
Lubis, D. S. (2017). Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah. Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, 3(2), 1–13.
Mardiana, M. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Kerusakan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah. IAIN Parepare.
Maulana, A. S. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KERUSAKAN ATAU KEHlLANGAN BARANG JAMINAN GADAI DI YOGYAKARTA (Studi Kasus Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah). UIN SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA.
Mulazid, A. S. (2012). Kedudukan sistem pegadaian syariah dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kementerian Agama RI.
Mulazid, A. S. (2016). Kedudukan sistem pegadaian syariah. Prenada Media.
Nina Adlini, M., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA (Vol. 6, Issue 1).
Novayanti, S. F., Ramandhani, R. S. F., Rahmadani, C., Belvania, N. F., Maharani, D., & Kurniawan, T. (2025). Konsep Rahn sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah Analisis Rukun, Syarat dan Praktik Inovatif dalam Lembaga Keuangan Syariah. AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi, 2(11), 2537–2551.
Prawana, I. (2024). Peran literasi keuangan dan fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan pada pelaku UMKM. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3(3), 16–34.
Putri, J. K., Harahap, I., & Hasibuan, R. H. (2023). Konsep dan penerapan akad rahn pada pegadaian syariah kota Langsa. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(1), 1–6.
Rahmadani, N., Agustin, R. P., & Sabella, R. A. (2025). Perbandingan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah, 2(2), 144–149.
Riani, D. (2019). Analisa Akad Rahn Dan Penerapannya Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri. Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 14(2).
Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(2).
Rukmanda, M. R. (2020). Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia. Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(1), 1–14.
Shobroni, S. (2020). Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional. ., 1(6), 773–788.
Sintia, R., Afidah, N. N., Devi, M. S., Khasanah, N., & Rosida, K. (2025). Konsep Rahn dalam Ekonomi Syariah: Telaah Hukum, Rukun, dan penerapannya di pegadaian syariah. Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 7(2), 147–159.
Sophiana, A. R., Syahfitri, A., Khairani, I., & Novira, L. (2020). Analisis Akad Rahn Pada Penggadaian Syariah. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam, 1(1), 23–29.
Sudrajat, H., Muhtar, M. H., Al Attas, M., Piyo, S., Kadir, M. K. K., Fuadi, A., Yase, I. K. K., Supraptiningsih, U., & Amrain, F. (2025). METODE PENELITIAN HUKUM (KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI). CV GET PRESS INDONESIA.
Suhaina, S., Hanifah, M., & Hendra, R. (2016). Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru. Riau University.
Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penarapan prinsip syariah pada akad rahn di lembaga pegadaian syariah. Law and Justice, 2(2), 135–146.
Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. (2023). Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). Regulasi dan implementasi pegadaian syariah di Indonesia. K-Media.
Tulasmi, T., & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 239–245.
Wahyudi, A. A., Hasibuddin, H., & Lawang, H. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsumen Gadai Emas di Pegadaian Syariah Centeral Makassar. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(2).
Wasito, B. A., Tho’in, M., & Romdhoni, A. H. (2025). PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT DARI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 11(03).


Volume 3 Nomor 3 November 2025
Nalar: Journal of Law and Sharia
Volume 3 Nomor 3 November 2025 
